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ABSTRAK 
 
Permasalahan penatagunaan tanah dan perumahan merupakan salah satu 

permasalahan dalam rangka pengembangan wilayah kota. Pertumbuhan penduduk 
yang semakin padat ditambah jumlah urbanisasi yang semakin besar membuat 
lahan perkotaan semakin menyempit. Derasnya arus urbanisasi, ditambah dengan 
lahan perkotaan yang semakin menyempit menjadi penyebab kenapa tatakelola 
kota menjadi penting untuk dibahas. Akan tetapi Undang-Undang Pokok Agraria 
tidak mengatur mengenai penatagunaan tanah untuk perumahan. Kondisi ini bisa 
menjadi penyebab utama amburadulnya penatagunaan kota serta perumahan yang 
tidak mempedulikan lingkungan sekitar. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
Undang-Undang Pokok Agraria terutama pasal 14 yang menjelaskan tentang 
pengaturan penatagunaan tanah dirancang lebih detail dan lengkap menyesuaikan 
realita yang berkembang serta pada pasal 15 yang seharusnya mampu mencakup 
pengaturan penatagunaan tanah pengembangan wilayah kota atas kawasan 
perumahan secara lebih jelas dan rinci.   
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ABSTRACT 
 

Stewardshipof landandhousingproblemsisone ofthe problemsin 
developingareas of the city. Increasinglydensepopulation growthplus 
theincreasingly largenumber ofurbanizationmakesurban landnarrowing. The 
rapidurbanization, coupledwithurban landincreasinglynarrowedthe causewhy 
thegovernance ofthe citybecomesimportanttobe discussed. However,the Basic 
AgrarianLawdoes notregulate thestewardshipof landforhousing. This 
conditioncouldbe themaincause ofdamage to thestewardshipof the city 
andhousingdo notcareaboutthe environment. 

This research is anormative juridicalusing statute approach. The study 
concludedthat theBasic AgrarianLaw, especially Article14,whichdescribes 
thelandstewardshiparrangementsdesigned moredetailedandcompletetailor-growing 
realityandin article15,whichshould be able 
toincludelandstewardshiparrangementsfor regional developmentover 
thecityresidential areasmore clearlyand in detail. 

 
Keyword: Basic Agrarian Law, stewardship of land, housing arrangement. 


